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ABSTRAK 

Ketika terjadi krisis politik tahun 1957, diambillah langkah pertama oleh 

Soekarno, menuju  suatu bentuk pemerintahan baru yang nantinya dinamakan dengan 

sistem “Demokrasi Terpimpin”. Sebuah sistem demokrasi kekeluargaan tanpa anarki 

serta berdasarkan atas sistem pemerintah kepada musyawarah dan mufakat dengan 

pimpinan sentral yang dipegang oleh satu orang dan menempatkan politik sebagai 

panglima. Sukarno sebagai seorang nasionalis revolusioner menginginkan adanya 

bantuan dan dukungan dari semua pihak, dengan catatan harus dengan cara melalui 

perwakilan-perwakilan antar golongan. 

NU pada mulanya menolak gagasan Soekarno tersebut. Namun dikarenakan 

dengan banyak pertimbangan, akhirnya memutuskan sikap untuk menyutujui gagasan 

Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945, dengan syarat Piagam Jakarta harus diakui 

sebagai bagian dari UUD. Berawal dari penerimaan NU tersebut mulailah terjadi 

polemik dan anggapan melanda NU. NU dikecam dan dianggap banyak masyarakat, 

termasuk sebagian tokoh-tokoh NU sendiri, sebagai organisasi politik yang tidak 

konsisten, haus kekuasaan, pengecut, keluar dari fungsi dan tujuan berdirinya, lebih 

mementingkan kepentingan pribadi, sampai anggapan yang menyatakan bahwa, 

keputusan yang tidak sesuai ajaran al-Qur‟an dan Hadits. Berangkat dari anggapan 

tersebut, penulis tertarik menelusuri atau menelitinya kembali, apakah sikap yang 

diambil NU tersebut benar adanya atau malah sebaliknya. 

 Jenis penelitian ini merupakan Librari Research. Artinya, penelitian yang 

dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan 

yang terdapat dalam perpustakaan. Sebuah penelitian yang diarahkan dan difokuskan 

untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, majalah, 

jurnal dan bahan-bahan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Dengan 

sipat kualitatif yang terfokus pada deskriptif-analitik. Deskriptif menggambarkan 

bagaimana sikap politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin. Analitik peneliti 

berusaha untuk menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan  sebenarnya. 

Apakah sikap tersebut sesuai dengan norma atau etika Islam yang berlaku, serta 

menganalisa apakah sikap politik yang diambil NU terhadap Demokrasi Terpimpin 

sesuai dengan prinsip-prinsip politik Islam (as-siyāsah asy-syar’iyyah) yang tertuang 

dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Sementara pendekatannya, penulis memakai tiga 

pendekatan. Pertama, historis, dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti dan 

melihat latar belakang sejarah dari objek yang akan diteliti. Kedua, normatif, dengan 

cara mendekati masalah yang diteliti sekaligus melihat apakah yang akan diteliti 

tersebut baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma-norma atau landasan yang 

telah dijalankan NU. Ketiga, politic, memfokuskan pendekatan politik Islam (as-siyāsah 

asy-syar’iyyah). Pendekatan mengedepankan prinsip-prinsip politik yang terkandung 

dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.  

Setelah melakukan penelitian melalui metodologi di atas, peneliti berusaha 

mengambil sebuah kesimpulan ilmiah, yang menyatakan bahwa sikap politik NU dalam 

menerima sistem Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno, tidaklah sesuai 

dengan anggapan masyarakat dan sebagian tokoh NU tersebut yang ada malah 

sebaliknya, NU telah mengambil keputusan yang benar secara normatif, dan sejalan 

dengan prinsip-prinsip politik Islam (as-siyāsah asy-syari’ah), sebagaimana tertuang 

dalam al-Qur‟an dan al-Hadits yang merupakan pedoman utama umat Islam dalam 

setiap pengambilan keputusan, terkhusus keputusan dalam kehidupan perpolitikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ketika terjadi krisis politik tahun 1957, diambillah langkah pertama 

oleh Soekarno, menuju  suatu bentuk pemerintahan baru yang nantinya 

dinamakan dengan sistem “Demokrasi Terpimpin”. Sebuah sistem yang tidak 

tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus menerus berubah sepanjang masa, 

yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi. Sistem ini 

didominasi oleh kepribadian Sukarno, walaupun pada dataran 

pelaksanaannya, diambil bersama-sama dengan angkatan bersenjata,
1
 yang di 

dominasi oleh kalangan militer, yang menurut Sukarno sesuai dengan keadaan 

dan keperluan tanah air.
2
 

 Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengumumkan UUD 1945 

harus diberlakukan kembali, sebagai titik balik dari sistem Demokrasi Liberal 

yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia sebelumnya. Artinya, susunan 

badan lembaga Negara maupun cara-cara penetapan anggota-anggotanya 

dilakukan dengan mekanisme pemilihan atas Demokrasi Liberal, harus 

dibongkar atau digantikan dengan Demokrasi Terpimpin, yang menurutnya 

                                                           
1
 M. C. Riclefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, alih bahasa Satrio Wahono dkk 

(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 508. 

 
2
 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 

349. 
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sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yang selalu mengedepankan 

musyarawah dalam pengambilan keputusan, serta kultur kegotong-royongan 

yang selama ini hidup dalam sanubari masyarakat pribumi. 

Sebagai tindak lanjutnya adalah membubarkan badan pemerintah yang 

dibentuk atas dasar Demokrasi Liberal dan menggantikannya dengan badan-

badan pemerintah baru yang susunannya terdiri dari anggota-anggota atas 

dasar penunjukan sesuai dengan mekanisme Demokrasi Terpimpin.
3
 Dalam 

hal ini, Sukarno ingin mengembangkan suatu pemerintah otokratis yang 

menumpas tanpa segan setiap oposisi atau kelompok yang tidak 

menyetujuinya.
4
 Sukarno ingin menempatkan dirinya sebagai ayah satu family 

besar dari rakyat Indonesia dengan kekuasaan terpusat sepenuh ditangannya.
5
 

Mengutip pendapat Ibnu Kencana, Sukarno menyatakan bahwa 

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarki serta 

berdasarkan atas sistem pemerintah kepada musyawarah dan mufakat dengan 

pimpinan sentral yang dipegang oleh satu orang.
6
 Dengan diberlakukan 

kembali UUD 1945, secara otomatis Indonesia menempatkan politik sebagai 

panglima. Karenanya, Sukarno sebagai seorang nasionalis revolusioner 

                                                           
3
 Amin S. M, Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin (Jakarta: Bulan Bintang, 

1967), hlm. 32  

 
4
 Ibid., hlm, 349 

 
5
 Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan ( Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 184. 

 
6
 Ibnu Kencana, Sistem Pemerintah Indonesia ( Jakarta: PT. Rhainka Cipta, 1994), hlm. 40. 
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menginginkan adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak, dengan 

catatan harus dengan cara melalui perwakilan-perwakilan antar golongan. 

 Dalam hal ini, Sukarno mengusulkan hanya membolehkan tiga partai 

saja di Indonesia, PNI sebagai perwakilan Nasionalis, NU sebagai perwakilan 

Islam dan PKI sebagai wakil dari kalangan komunis. Sukarno juga 

menyatakan “Kemenangan dan kekalahan adalah hal wajar asalkan 

bertujuan untuk kemerdekaan, lebih-lebih dalam memperjuangkan Negara 

yang baik. Baik itu dari kalangan Nasionalis, Islam maupun Komunis”. 

Lahirnya Masyumi sebagai keharusan dalam sejarah perjuangan umat 

Islam dan sebagai satu-satunya partai politik Islam yang akan 

memperjuangkan umat, khususnya umat Islam di Indonesia.
7
 Pada akhirnya, 

dibumi hanguskan atau dibubarkan dari ranah perpolitikan di Indonesia, pada 

tahun 1960, dikarenakan menjadi satu-satunya partai Islam yang tidak 

menyetujui ide atau gagasan yang telah dicetuskan Soekarno mengenai 

Demokrasi Terpimpin. Yang sebelumnya juga sudah ditawarkan Soekarno 

untuk mewakili golongan Islam Moderat, bersama dengan NU dari golongan 

Islam Tradisional. 

Sebagaimana yang diutarakan Syafi‟i Ma‟arif, juga dikarenakan para 

tokoh-tokohnya seperti Syarifudin Prawironegara, M. Natsir dan Burhanuddin 

Harahab terlibat dalam pemberontakan PRRI/Pemesta. Walaupun secara 

                                                           
7
 Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Politik di Indonesia (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 

1988), hlm. 17 
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Yuridis pembubaran Masyumi tidak dapat dibenarkan karena ketika 

keputusan Presiden No. 200/1960 dikeluarkan, para tokoh tersebut secara 

formal tidak lagi menjabat sebagai pengurus Masyumi.
8
 Sementara PSII dan 

PERTI terpaksa bergabung atau memihak kepada Sukarno yang pada waktu 

itu menerapkan program kristalisasi
9
 yang memusatkan kekuasaan pemerintah 

pada satu tangan, menyusul partai-partai lainnya seperti PKI, Murba dan PNI 

pada khususnya.   

K. H Idham Khalid pada waktu menjabat sebagai Ketua Umum 

(Tanfiziyah)
10

 Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), pada mulanya 

menolak gagasan atau ide Soekarno. Namun dikarenakan dengan banyaknya 

pertimbangan, akhirnya memutuskan untuk menyutujui gagasan Soekarno 

untuk kembali kepada UUD 1945, dengan syarat Piagam Jakarta diakui 

sebagai bagian dari UUD. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tanggal 5 Juli 1959 

Soekarno mengumumkan atau mengeluarkan Dekritnya, bahwa UUD 1945 

harus kembali diberlakukan dengan Piagam Jakarta sebagai rangkaian 

kesatuan dalam konstitusi tersebut, secara pasti pada tanggal yang sama 

                                                           
8
 Syafi‟I Ma‟arif, Islam dan Masalah Ketatanegaraan,  hlm. 190. 

 
9
 Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia sebuah Potret Pasang Surut ( Jakarta: 

CV. Rajawali Press, 1983), hlm. 154 

 
10

 Tanfiziyah adalah badan pelaksana tindak keluar dalam organisasi NU. Artinya, Tanfiziyah 

memikul tanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran organisasi baik dalam ranah politik, 

sosial, ekonomi dan lain sebagainya. 
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Demokrasi Terpimpin diberlakukan sebagai sistem yang harus dijalankan 

dalam pemerintahan Indonesia. 

NU yang dari awal berdirinya juga sebagai organisasi keagamaan 

berubah menjadi organisasi politik, guna memperjuangkan hak-hak umat 

Islam, harus rela dan ihklas menerima sistem tersebut. Karena dengan 

pertimbangan, untuk mengawal atau mengontrol serta di dengarnya suara NU 

untuk kemaslahatan umat, harus masuk dalam sistem yang telah diberlakukan. 

Bukan hanya itu, bagi NU sebenarnya ini juga merupakan sebuah pendekatan 

khusus untuk mengontrol gerak-gerik golongan komunis (PKI), yang nyata-

nyata sangat di dukung oleh Soekarno pada waktu itu untuk berada dalam 

lingkaran pemerintahan. 

Dalam perkembangannya, sikap NU yang sering berubah-ubah ini 

membawa polemik yang dalam bagi masyarakat. Ada yang mengatakan, NU 

sudah berada di luar tujuan utamanya di dirikan, NU partai politik yang tidak 

konsisten, para pemimpinnya haus kekuasaan, takut berhadapan dengan 

pemerintah atau berada dalam oposisi pemerintah, sampai pada anggapan 

bahwa NU, telah menjadi partai yang hanya mementingkan kepentingan 

pribadi dan anggota-anggotanya. Pertanyaannya, benarkah anggapan tersebut, 

atau malah sebaliknya?. 
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B. Pokok Masalah 

 Penulisan skripsi ini mengambil judul Sikap Politik  NU Pada Masa 

Demokrasi Terpimpin. Tahun 1959 merupakan awal berdirinya Demokrasi 

Terpimpin, sedangkan tahun 1966 adalah masa-masa berakhirnya, yang 

ditandai dengan gagalnya Soekarno mempertahankan masa kepemimpinan 

yang lebih kurang tujuh tahun lamanya. 

 Diantara partai-partai politik Islam yang turut serta pada masa 

Demokrasi Terpimpin ini, NU harus dicatat sebagai yang terpenting untuk 

dibicarakan, karena partai inilah yang muncul sebagai partai Islam terbesar 

setelah Masyumi menghilang atau dibubarkan, jika dibandingkan dengan 

partai Islam lainnya, seperti PERTI, PSII dan lain-lain. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa NU adalah sebagai imam partai-partai politik Islam 

yang ada.
11

  

 Namun dalam perjalanannya, partai politik NU ini terus mengalami 

goncangan dengan banyaknya polemik, terkhusus anggapan miring atau 

negatif dari masyarakat dan tokoh NU itu sendiri. Anggapan tersebut berawal 

dari sikap yang diambil NU terhadap Demokrasi Terpimpin, yang jelas-jelas 

pada awalnya menolak akan sistem tersebut bersama dengan partai-partai 

Islam lain, terkhusus Masyumi, namun dengan keputusan yang tidak 

                                                           
11

Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-

1965 ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 4 



7 
 

disangka-sangka menerimanya, bersama dengan PNI dan PKI, yang 

merupakan musuh atau lawan yang nyata bagi partai-partai Islam sebelumnya. 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas, agar dapat diperoleh kejelasan 

yang mengarah dan mengacu kepada penulisan ini, maka disusunlah 

permasalahan besar yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sikap politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin? 

2. Apakah sikap tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip politik Islam 

(as-siyāsah asy-syar‟iyyah)? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini, sederhananya untuk mengetahui 

sikap politik seperti apakah yang diambil NU dalam ranah Demokrasi 

Terpimpin. Apakah sikap yang diambil NU itu sesuai dengan prinsip-prinsip 

politik yang berlaku dalam politik Islam dan nilai-nilai aswaja yang pondasi 

bagi NU dalam mengambil setiap kebijakan atau keputusan yang ada. 

 Adapun kegunaannya, pertama, memberikan kontribusi bagi llmu 

pengetahuan, khususnya mengenai partai politik NU. Kedua, berguna sebagai 

informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian yang lebih dalam 

mengenai sikap politik NU pada masa demokrasi terpimpin. Ketiga, bagi 

peneliti, berharap bisa menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 
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D. Telaah Pustaka 

 Secara umum, dalam penelusuran peneliti, karya yang membahas 

masalah partai politik  NU sudah banyak ditemukan. Namun yang benar-benar 

meneliti sikap politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin yang fokus pada 

prinsip as-siyāsah asy-syar‟iyyah, sejauh ini belum banyak ditemukan.  

Karya-karya yang membahas tentang NU diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 

yang diterbitkan pada tahun 1987. Buku ini membahas mengenai gagasan, 

perjuangan dan permasalahan yang terjadi dalam internal maupun eksternal 

partai-partai politik Islam dimulai sejak kemerdekaan Indonesia (Tahun 

1945), sampai berakhirnya Demokrasi Terpimpin (Tahun 1965). Termasuk di 

dalamnya menjelaskan mengenai partai politik Masyumi dan NU. 

Kedua, buku karangan M. Ali Haidar yang berjudul Nahdatul Ulama 

dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik, terbit tahun 1998. 

Menjelaskan tentang kedudukan Negara Islam menurut Islam dan sebaliknya 

tentang agama dalam Negara itu melalui pendekatan objek usul fiqih, fiqih 

dan qawaid al-fiqih. 

Ketiga, karangan Greg Fealy yang berjudul Ijtihad Politik Ulama: 

Sejarah NU 1952-1967 yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang 

sejarah politik  NU dalam rentang masa 1952-1967, yang juga merupakan 

tahun dimana NU sedang semangat-semangatnya dalam berpolitik untuk 
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mencapai tujuan-tujuannya dalam segala bidang, baik itu bidang sosial, 

budaya, ekonomi, terkhusus bidang agama. Sekaligus mengkritik NU atas 

keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. 

Keempat, NU vis-à-vis: Pencairan Isi, bentuk, dan Makna karangan 

Andree Feillard (1999), juga menjelaskan tentang sejarah NU yang terjun 

dalam ranah politik. Namun secara globalnya, buku ini hanya terfokus 

menjelaskan perjalanan politik NU pada masa kepemimpinan Suharto. Bukan 

menjelaskan lebih dalam perjalanan NU pada masa Demokrasi Terpimpin. 

Kelima, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965), karangan Syafi‟i Ma‟arif mengambarkan bahwa 

sistem Demokrasi Terpimpin menyebabkan partai-partai Islam harus 

menempuh jalan bersibak dua. Terlibat dalam sistem dan bisa terus hidup, 

atau mati terkubur sebagai kontra revosioner. Beliau menyoroti betap 

solidaritas Islam tidak mampu menjadi pelekat partai-partai Islam pada masa 

itu. Serta memandang bahwa masa Demokrasi Terpimpin sebagai masa 

“kolaborasi” partai Islam dengan Soekarno. Dengan NU sebagai partai Islam 

yang memiliki basis massa yang besar, yang lalu menjadi manifestasi politik 

golongan Islam di Indonesia pada masa itu. 

Keenam, Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofi Visi Sosial dan Moral 

Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan “Civil Society”, karangan M. Nur 

Hasan lebih mengedepankan pada sisi-sisi moralitas NU dalam setiap 

pengambilan keputusan yang ada. Nur Hasan juga sangat jelas menguraikan 
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visi-misi NU, baik itu dalam ranah sosial maupun politiknya, sebagai acuan 

NU untuk membedayakan masyarakat. 

Berangkat dari karya-karya di atas, yang membuat penulis tentantang 

untuk mendalami lebih jauh tentang sikap politik NU pada masa Demokrasi 

Terpimpin. Karya-karya inilah nantinya, yang akan sangat membantu penulis, 

untuk membandingkan satu dengan lainnya, yang nantinya bisa menjadi acuan 

dan referensi yang dalam bagi penulis untuk menyimpulkan akan tujuan yang 

sesungguhnya atas sikap NU menerima sistem Demokrasi Terpimpin, yang 

jelas-jelas pada awalnya bersama Masyumi, NU juga menolak, tetapi pada 

akhirnya menerima sistem tersebut. 

Tulisan ini tentu akan berbeda dengan tulisan atau karangan-karangan 

di atas, perbedaan tersebut jelas bahwa nanti dalam penulisan ini, penulis 

lebih menekankan pada sikap politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin, 

apakah sikap tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip atau tujuan utama dari 

sistem politik Islam (as-siyāsah asy-syi‟yyah) itu sendiri.  

 

E. Kerangka Teoritik 

 Politik pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani Polisteia. Polis 

adalah kota/negara kota yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya 

sendiri dan teis artinya urusan. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan 

urusan yang menyangkut kepentingan dari kelompok masyarakat atau negara, 

yang berlandaskan. Pertama, upaya yang ditempuh warga negara untuk 
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membicarakan dan mewujutkan kehidupan bersama. Kedua, segala hal yang 

berkaitan dengan negara dan pemerintah.  

 Ketiga, segala kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan 

kekuasaan. Keempat, segala kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan pubrik atau masyarakat umum. Kelima, suatu konflik dalam rangka 

mencari dan mempertahankan dari sumber-sumber yang penting. Keenam, 

kegiatan yang berkaitan dengan masalah siapa, mendapat apa, kapan, dan 

bagaimana. 

 Partai politik, secara teoritisnya terfokus pada posisi input dan 

konvensi. Pertama, lebih mengakresikan (mengumpulkan) kepentingan 

masyarakat oleh partainya. Kedua, konversi, artinya mengaktualisasikan 

kepentingan masyarakat dengan mekanisme Pemilihan Umum (PEMILU). 

Melalui mekanisme ini masyarakat berhak untuk memilih wakil-wakil mereka 

di lembaga legeslatif, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang 

diwakili mereka untuk bisa menjadi sebuah kebijakan atau produk perundang-

undangan. 

 Sedangkan etika politik lebih mengedepankan nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam ranah individu dan sosial. Dikatakan individual, 

dikarenakan membahas masalah kualitas moral prilaku. Sosial dikarenakan 

merefleksikan masalah hukum, realita sosial dan institusi yang adil dan 

bijaksana. 
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 Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam etika sosial (normatif) 

meliputi diantaranya. Pertama, tujuan. Artinya berupaya menciptakan 

kesejahteraan, keadilan, kebebasan dan kehidupan yang damai bagi 

masyarakat. Kedua, sarana.  Dalam hal ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip 

dasar perorganisasian, praktek penyelenggaraan negara yang mendasari 

institusi-institusi sosial. Ketiga, aksi politik. Artinya, pelaku pemegang 

kekuasaan yang berperan sebagai penentu rasionalitas politik yang terdiri dari 

tindakan dan keutamaan.
12

 

 Penelitian ini juga melalui pendekatan ilmu sejarah yang termaktup 

dalam dua dimensi. Pertama, dimensi politik. Dalam hal ini, untuk 

mengetahui pandangan, sikap, kepentingan dan kebijakan yang dipakai oleh 

NU. Serta struktur kekuasaan, pertentangan kekuasaan, hirarki kekuasaan dan 

lain sebagainya. Kedua, dimensi Sosial, yang dalam dataran ini memfokuskan 

pada kecenderungan NU serta latar belakang, peristiwa dan permasalahan 

yang terjadi pada waktu sejarah ini berjalan. 

 Berbicara masalah sejarah, setidaknya sebagaimana yang diungkapkan 

A. Yani Anshori ada dua macam pengertian. Pertama, pengetahuan tentang 

kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan manusia di masa 

lampau yang tentu saja mempunyai benang merah dengan masa kini. Semua 

episode yang terjadi pada masa kini dicatat, dinilai dan dilaporkan di dalam 
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 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 25 
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tulisan-tulisan dan media lainya sebagai peristiwa-peristiwa yang tejadi saat 

ini. 

 Namun begitu waktu telah berlalu maka peristiwa tersebut ikut larut 

dalam masa lalu dan menjadi bagian dari sejarah masa lalu. Cararan, riwayat-

riwayat dan semacamnya yang menggambarkan dan mengilustrasikan masa 

lampau masuk dan kategori ini. Dalam pengertian tersebut, sejarah merupakan 

pengetahuan tentang serangkaian lakon yang bersifat individual atau juga 

komunal, tetapi tentu saja bukan merupakan pengetahuan tentang hukum-

hukum alam yang bersipat ilmiah dan rasional. Ia merupakan suatu telaah atas 

riwayat-riwayat dan tradisi-tradisi yang sering kali bersifat subjektif dan 

irrasional. Dengan demikian, sangat dimungkinkan masuknya unsur fiktif dan 

apologetik dalam episode tersebut. Sejarah dalam pengertian ini disebut 

sejarah tradisional.
13

 

 Kedua, sejarah merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang 

tampak mengusai masa lampau dan diperoleh melalui penyelidikan, 

eksperimentasi dan analisa atas peristiwa-peristiwa masa lampau yang 

memakai ukuran ilmiah dan rasional.
14

 

 Sementara sejarah dan politik, ada banyak pengamat mengatakan, 

sejarah adalah merupakan bagian dari politik. Politik adalah sejarah itu 

                                                           
13

 A. Maftuh dkk, Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia (Yogyakarta: SR-Ins 

Publishing, 2004), hlm. 41 

 
 

14
 Ibid., hlm. 42 
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sendiri, seperti sejarah kekuasaan, sejarah partai politik, sejarah hukum 

Internasional dan lain sebagainya. Leo Strauss, guru besar politik di Chicago 

menuturkan bahwa paradigma kesejarahan adalah untuk memahami dan 

memperkuat politik. Studi-studi politik seperti menggali kembali ilmu politik 

dari Aristoteles, Plato dan Socrates adalah merupakan hal terpenting untuk 

membaca kembali kekuatan ilmu politik sehingga semacam perbandingan 

untuk melihat kejayaan ilmu politik pada masa lalu. 

 Mereka bergumul dengan sejarah untuk memahami ilmu politik, 

karena antara politik dan sejarah ada kesamaan. Bahkan disiyalir bahwa ilmu 

politik itu lahir dari ilmu sejarah. Sejarahlah yang melatar belakangi 

keberadaan ilmu politik. Kendatipun ilmu sejarah mengalami masa puncaknya 

pada abad-abad yang lalu, tetapi banyak bukti yang menunjukkan hingga kini 

masih dijumpai pendekatan ini. salah satu bukti yang bisa dikemukakan 

adalah pendekatan yang mengatakan adanya kesamaan metode yang digunkan 

oleh para sarjana sejarah dan sarjana politik. 

 Suatu kenyataan yang tidak bisa dingkari dewasa ini banyak 

pendekatan sejarah yang digunakan oleh para sarjana politik yang kebetulan 

juga dikenal sebagai sejarawan. Pada umumnya, mereka memberikan 

diskripsi tentang peristiwa-peristiwa politik masa kini secara terperinci dan itu 

semua dilakukan dengan gaya sajarawan.
15

 

                                                           
15

 Fajrur Rahman Jurdi, Aib Politik Islam (Makasar: AntonyLib, 2009), hlm. 7-8 
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 Selain itu penelitian ini juga memakai pendekatan politik Islam serta 

menghubungkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ahl al-

sunnah wal-jamāah (aswaja), yaitu, tawassuth (moderat), tawāzun (netral), 

ta‟ādul (adil), tasāmuh (toleransi) dan al-maslahah al-āmmah (kemaslahatan 

umat). Nantinya, merupakan patokan utama dalam penilaiannya pada 

pendekatan politik Islam (as-siyāsah asy-syar‟iyyah) yang terdapat dalam al-

Qur‟an dan al-Hadits. Pendekatan terakhir ini diharapkan menjadi jawaban 

atas kegelisahan dan polemik umat Islam atas kebijakan NU yang berubah-

ubah, seperti yang telah disinggungkan di atas tadi. 

  

F. Metode Penelitian 

 Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya, jenis 

penelitian, sipat penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian perpustakaan (librari 

research). Artinya, penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat 

dalam perpustakaan.
16

 Suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan 

untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa 

buku-buku, majalah, jurnal dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan 

                                                           
16

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 

45  
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penelitian.
17

 Dengan pembacaan yang mendalam dan selektif dari 

sekian banyak bahan perpustakaan yang nantinya penulis temukan. 

2. Sifat Penelitian 

 Studi yang merupakan penelitian pustaka ini akan 

menggunakan metode analisis kualitatif yang terfokus pada tipe 

penelitian deskriptif-analitit. Deskriptif adalah menggambarkan atau 

menjabarkan bagaimana sikap politik NU pada masa Demokrasi 

Terpimpin. Adapun analitik disini artinya peneliti akan berusaha untuk 

menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan  yang 

sebenarnya. Apakah sikap tersebut sesuai dengan norma-norma atau 

etika Islam yang berlaku, serta menganalisa apakah sikap politik yang 

diambil NU terhadap Demokrasi Terpimpin ini sesuai dengan prinsip-

prinsip politik Islam (as-siyāsah asy-syar‟iyyah) yang tertuang dalam 

al-Qur‟an dan al-Hadits. Poin yang terakhir inilah yang menjadi fokus 

utama penulis dalam menganalisa sikap yang di ambil NU, sebagai 

satu-satunya partai politik yang ada pada waktu itu. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Pertama, pendekatan historis. Artinya, dengan cara mendekati 

masalah yang akan diteliti dan melihat latar belakang sejarah dari 

objek yang akan diteliti. Kedua, melalui pendekatan normatif. Dengan 

                                                           
17

 Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, Metodelogi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 63 
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cara mendekati masalah yang diteliti sekaligus melihat apakah yang 

akan diteliti tersebut baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan 

norma-norma atau landasan yang telah dijalankan NU. Ketiga, 

pendekatan politic. Dalam hal ini lebih memfokuskan pada pendekatan 

politik Islam (as-siyāsah asy-syar‟iyyah). Sebuah pendekatan politik 

yang mengedepankan prinsip-prinsip nilai-nilai kebaikan politik yang 

terkandung dalam pedoman utama umat Islam yaitu, al-Qur‟an dan al-

Hadits.  

4. Analisis Data 

 Yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesinya seperti yang disarankan oleh data.
18

 

Selain itu juga menggunakan cara berpikir induktif analisis, yang 

mengangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit. 

Kemudian dari fakta-fakta tersebut bisa ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum.
19

 Setelah data-data terkumpul dengan kesimpulan yang 

bersifat umum, maka selanjutnya penyusun melakukan analisa data 

dengan mendiskrifsikan, mempelajari dan menginteprestasikan dengan 

metode-metode kualitatif. 

                                                           
18

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 

hlm. 103 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142  
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G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada tiap 

bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. Bab I berisi gambaran umum penulisan penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sestematika pembahasan. 

Bab II membahas potret as-siyāsah asy-syar‟iyyah, yang lebih 

spesifiknya membahas pengertian, politik dalam perspektif Islam, serta 

prinsip-prinsip dalam politik Islam (as-siyāsah) yang terdiri dari; keadilan 

(„adl), musyawarah (syūra‟), kebebasan, kebersamaan (musāwah), 

kesejahteraan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip ketaatan 

kepada pemimpin dan hak mengevaluasi pemerintah. Terakhir dalam bab ini 

akan dijelaskan akan tujuan partai politik dalam politik Islam (as-siyāsah).  

   Bab III akan membahas sikap politik NU terhadap Demokrasi 

Terpimpin. Yang terdiri dari, sejarah dan landasan politik hukum NU dengan, 

dilanjutkan dengan membahas sikap NU menerima Demokrasi Terpimpin. 

Bab IV akan menganalisa terhadap penerimaan NU terhadap 

Demokrasi Terpimpin. Yang diawali dengan pandangan NU terhadap 

Demokrasi Terpimpin. Dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang alasan 

NU menerima Demokrasi Terpimpin. 
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 Bab V merupakan penutup, dengan cara berusaha melihat kebelakang 

terhadap bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, sekaligus menarik 

kesimpulan dan saran-saran untuk menyempurnakan atas penelitian yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Sebagai satu-satunya partai politik Islam setelah ditinggal Masyumi 

beserta para tokohnya, NU dengan segala pertimbangan kebaikan dan 

kejelekan yang di dapatkan, berhasil dan terus berdiri menjadi partai yang 

disegani pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Pada mulanya, partai 

NU tidak menyetujui sistem tersebut bersama Masyumi, namun karena ada 

desakan dan syarat yang harus dijalankan partai-partai politik, termasuk NU, 

maka NU menerima dan menyetujuinya, sedangkan Masyumi tetap bersikeras 

untuk menentang dan siap dibubarkan oleh Soekarno. Hal itupun menjadi 

kenyataan, Masyumi dibubarkan dan tokoh-tokohnya banyak diasingkan dan 

dipenjarakan. 

Dalam perkembangannya, sikap politik NU seperti inipun banyak 

disoroti dan dikritik oleh masyarakat, terkhusus tokoh-tokoh Islam pada 

waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa NU adalah partai politik dengan para 

tokoh-tokohnya yang haus akan kekuasaan, NU adalah partai politik yang 

berubah-ubah, tidak konsisten, NU partai politik yang lemah yang tidak bisa 

melawan pemerintah dan lain sebagainya. 
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Namun, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, sekaligus 

menjadi kesimpulan dari penelitian ini mensyaratkan, bahwa anggapan 

tersebut tidak lah begitu adanya. NU dengan keputusannya menerima 

Demokrasi Terpimpin, telah melalui pertimbangan yang sangat matang yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip politik Islam (as-siyāsah asy-syari‟yyah), serta 

sesuai dengan semangat Islam untuk selalu menegakkan amal ma‟ruf nahi 

mungkar dalam kehidupan dengan semangat aswaja yang juga merupakan 

landasan bagi NU dalam pengambilan setiap keputusan pada politik 

hukumnya. Lebih spesifik bisa disimpulkan sebagai berikut.  

1. NU menerima Demokrasi Terpimpin pada dasarnya bukan lah 

berubah-ubah dalam mengambil keputusan. Melainkan pada 

awalnya, NU memang benar-benar menolak gagasan tersebut 

karena masih memiliki cukup kekuatan bersama Masyumi. Namun 

karena tuntutan kebijakan pemegang kekuasaan, Soekarno yang 

ingin menyempurnakan partai untuk mendukungnya, NU berubah 

pikiran. Karena percuma mempertahankan pendapat atau sikap, 

tapi merugikan diri sendiri dan orang banyak. NU meyakini, 

dengan menerima Demokrasi Terpimpin, bukanlah dari sebuah 

kegagalan, melainkan juga sebuah peluang yang lebih besar karena 

bisa berada dalam struktur pemerintahan. Yang secara otomatis 

bisa lebih banyak berbuat daripada berada diluar struktur 

pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip politik Islam yang 
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menekankan pada ketaatan kepada seorang pemimpin. Kebebasan 

berpendapat, bersuara dan bersikap. Mengahargai akan hak 

individu dan berkewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggara 

Negara.  

2. NU menerima Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk 

memperjuangkan ideologi Islam. Walaupun tidak bisa dijadikan 

dasar Negara, namun NU tetap bersikukuh untuk memperjuangkan 

hak-hak masyarakat yang memeluk Islam. Walaupun harus 

berpura-pura menerima dan bekerjasama dengan PKI, yang 

notabene adalah musuh terbesar NU. Karena bagi NU, PKI adalah 

partai yang sangat berbahaya, bisa-bisa Islam hilang dibumi 

nusantara ini, jika PKI menguasi setiap kebijakan kepala Negara. 

Artinya jelas, salah satu tujuan utama politik dalam Islam adalah, 

bagaimana nilai-nilai ke-Islam-an bisa diaktualisasikan dalam 

kehidupan perpolitikan, walaupun tidak harus menjadi dasar 

ideologi Negara. Karena, dijadikan ideologi atau tidak, tujuan 

bernegara adalah untuk kemaslahatan umat. 

3. Bagi NU, Demokrasi Terpimpin sesuai dengan syūra dalam Islam 

yang mengedepankan musyawarah dan mufakat serta kegotong 

royongan. NU juga meyakini, bahwa sistem ini sangat sesuai 

degan karakter masyarakat atau pengikutnya yang mayoritas dari 

kalangan tradisional. Selain itu, musyawarah bagi NU adalah 
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halyang utama dan terpenting dalam menjalankan sistem 

demokrasi. Bagi NU dengan bermusyawarah sesuatu permasalahan 

bisa diselesaikan dengan baik, diantara banyak perbedaan dan 

pertentangan yang ada. Sejalan dengan prinsip politik Islam, 

(syūra‟), yang terkandung dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.  

4. Bagi NU kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya 

sebagai sarana untuk lebih mempermudah NU dalam 

mengaktualisasikan semangat tujuan agamanya. Kekuasaan bagi 

NU sangat penting, karena jika berada dalam diluar pemerintah 

(oposisi), secara otomatis sulit untuk mengontrol dan berbuat 

banyak bagi masyarakat. Artinya, dengan berada dalam sistem atau 

struktural pemerintah, semangat prinsip politik Islam, untuk wajib 

mengevaluasikan pemerintah bisa dijalankan. Bukan hanya berada 

dalam struktural, sebagai rakyat biasapun, Islam menuntut 

umatnya untuk berhak dan wajib mengevalusikan, mengontrol dan 

berpartisifasi dalam pemerintah.    

5. Bagi NU segala sesuatu itu harus dilihat dari dasar positif dan 

negatifnya. Bagi sebagian orang Demokrasi Terpimpin itu jelek 

bagi NU dan tidak sepantasnya NU menerima gagasan atau sistem 

tersebut. Tetapi NU berkeyakinan, bahwa tidak semuanya 

kejelekan itu harus ditinggalkan seutuhnya, karena bisa saja yang 

dianggap jelek itu baik adanya. Sejatinya, NU terhadap sesuatu itu 
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tidak harus bersikap berlebihan, yang sejalan dengan istilah 

“Sukailah sesuatu dengan kadar yang tepat (tidak berlebihan), 

karena bisa saja, ia menjadi musuh dan tidak disenangi pada 

suatu waktu, dan bencilah sesuatu yang kejelekan dengan kadar 

yang tepat (tidak berlebihan), karena bisa jadi ia menjadi sesuatu 

yang anda sukai dan inginkan pada suatu waktu”. Artinya jelas, 

NU menerima Demokrasi Terpimpin bukan semata-mata melihat 

dari sisi negatifnya saja, tetapi juga dilihat dari sisi positifnya, 

yang termaktup dalam sikap, tindakan, cara berpikir, pemahaman, 

sifat dan sebagainya untuk sebuah kemaslahatan bersama. 

6. Demokrasi Terpimpin, bagi NU adalah jalan yang sangat ampuh 

untuk mengemplementasikan semangat amal ma‟ruf nahi munkar, 

baik itu melalui sosial kultur masyarakat, maupun melalui sosial 

struktural pemerintahan. 

7. Dan yang terakhir, Demokrasi Terpimpin sejalan dengan nilai-nilai 

ahl al-sunnah wal-jamaah (aswaja) yang merupakan pedoman 

utama, atau landasan bagi NU dalam setiap pengambilan 

keputusan yang akan diberlakukan. Juga tidak keluar dari koridor 

dan prinsip utama dari politik Islam (as- siyāsah asy-syai‟yyah) itu 

sendiri. 
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B. Saran-Saran 

Dengan berakhirnya penyusunan penelitian ini, penulis ingin sedikit 

memberikan saran bagi semua pihak, yang antara lain. 

1. Nilailah sesuatu bukan hanya dilihat dari satu sisinya saja. Tapi 

lihat dari sisi-sisi lainnya juga. Karena tidak semuanya apa yang 

dilihat sesuai dengan adanya. 

2. Berpegang teguh terhadap pendapat dan keputusan adalah suatu 

keharusan. Tetapi jika pendapat tersebut, tidak sesuai dengan 

realita yang akan terjadi berikutnya, ada baiknya pendapat tersebut 

dipikirkan kembali. Karena percuma mempertahankan pendapat, 

tetapi banyak mudaratnya. 

3. Cara yang paling effesien dalam merubah suatu problem 

kehidupan adalah dengan cara meraih kekuasaan. Dengan 

kekuasaan kebaikan yang diinginkan lebih mudah direalisasikan 

daridapa menjadi masyarakat biasa. 

4. Banyak anggapan yang mengatakan, bahwa politik itu kotor, 

kejam dan hina. Namun tidak seperti itu seutuhnya, karena pada 

dasarnya kehidupan itu adalah politik, tapi politik yang bagaimana. 

Politik yang kotor, hina atau dengan politik yang cerdas, bersih 

atau bermantabat. 

5. Semua partai politik mempunyai tujuan yang hampir sama, tidak 

ada perbedaan yang mendasar dalam tujuan dan orientasi yang 
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diinginkan, tapi dibalik semua yang baik tersebut, ada yang paling 

baik, karenanya jangan pernah takut memilih dan menilai dengan 

syarat yakin dan sesuai dengan hati nurani, terkhusus sesuai 

dengan semangat atau prinsip politik Islam yang terkandung dalam 

al-Qur‟an dan al-Hadits. 

Demikianlah saran yang bisa penulis utarakan pada kesempatan 

penelitian ini. tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Tapi inilah 

adanya, penulis dengan segala kekurangan yang ada, berada dalam posisi 

netral untuk menyimpulkan penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap, 

penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua, terkhusus bagi kalangan 

nahdiyin. Semoga   
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